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BUPATI TELUK WONDAMA 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN TELUK WONDAMA 

 

NOMOR 4 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TELUK WONDAMA, 

 

Menimbang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) 

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerahsebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2019 

kepada Dewan Pewakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh 

persetujuan bersama; 

 

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah 

disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada tanggal 18 Juli 

2018; 
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Mengingat : 

c. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2019; 

 

 

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang perubahan 

atas Undang – Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3569); 

 

Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3688);Sebagaimana telah diubah dengan undang – undang 

Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – 

Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3988,) 

 

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten 

Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, 

Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten 

Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk 

Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan    Lembaran    

Negara Republik Indonesia Nomor 4245); 
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5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

 

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4421); 

 

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049. 

 

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

 

Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 
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13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

123); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang  

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Begara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);Sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

tahun 2005 Tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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18. 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

5155); 

 

Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4864); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5351); 

 

Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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25. 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

 

28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

30. 

 

 

 

 

 

31. 

 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang 

Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5740); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
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32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 

 

 

 

 

 

 

34. 

 

 

 

 

35. 

 

 

 

36. 

 

 

 

 

37. 

 

 

 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberiaan Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberiaan Hibah 

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 

dalam APBD, dan Tertib Administrasi, Pengajuan, 

Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744); 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1744); 

 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Tahun 2015 Nomor 1); 

 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 

Nomor 1); 

 

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 

Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 

Nomor 26); 



  
49 Himpunan Peraturan Daerah Kab. Teluk Wondama Tahun 2018 

 

38 

 

39. 

 

 

 

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita 

Daerah Tahun 2015 Nomor 7); 

 

Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita 

Daerah Tahun 2015 Nomor 8); 

 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA 

 

dan 

 

BUPATI TELUK WONDAMA 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2019sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah                                  Rp.  928,473,686,000,00 

2. Belanja Daerah                                   Rp.  934,549,000,703,40 

Surplus/(defisit)         Rp. (6,075,314,703,40) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun  

Anggaran Sebelumnya     Rp.   7,575,314,703,40 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah                  

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp.   1,500,000,000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto     Rp.   6,075,314,703,40 

Sisa /Lebih Pembiayaan AnggaranBerkenaan Rp.   (0,00) 
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Pasal 2 

 

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah   Rp.    31,100,200,000,00 

b. Dana Perimbangan    Rp.  686,964,535,000,00 

c. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah  Rp.  210,408,951,000,00 

 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pendapatan: 

a. Pajak Daerah           Rp.  5,791,200,000,00 

b. Retribusi Daerah                                       Rp.  6,084,000,000,00 

c. Hasil  Pengelolaan kekayaan Daerah   Rp.  1,500,000,000,00 

yang dipisahkan                                    

d. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah       Rp. 17,725,000,000,00 

 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf b terdiri 

dari jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil pajak/bukan pajak   Rp.    65,180,122,000,00 

b. Dana Alokasi Umum                                   Rp.  459,504,937,000,00 

c. Dana Alokasi Khusus                 Rp.  162,279,476,000,00 

 

 (4)  Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

satu (1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi   Rp.     4,262,500,000,00 

dan Pemerintah Daerah Lainnya          

b. Dana Penyesuaian dan     Rp. 135,217,566,000,00 

Dana Otonomi Khusus                         

c. Pendapatan lainnya     Rp.   70,928,885,000,00 

 

 

 

Pasal 3 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

 a. Belanja Tidak Langsung                             Rp. 391,566,370,437,40 

b. Belanja Langsung                                        Rp. 542,982,630,266,00 

 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

 a. Belanja Pegawai                                     Rp. 217,601,231,867,40 

 b.  Belanja Subsidi      Rp.     9,414,000,000,00 

 c. Belanja Hibah                                                Rp.   22,613,237,670,00 

 d. Belanja Bantuan Sosial                               Rp.   11,910,000,000,00 

 e. Belanja Bantuan keuangan kepada   Rp. 127,027,900,900,00  
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Pemerintahan desa                                  

 e. Belanja Tidak Terduga                               Rp.     3,000,000,000,00 

 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis belanja: 

 a. Belanja pegawai                                          Rp.   43,179,686,200,00 

 b. Belanja Barang dan Jasa                             Rp. 291,665,192,906,00 

 c. Belanja Modal                                            Rp. 208,137,751,160,00 

 

Pasal 4 

 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:  

 a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun  

  Anggaran Sebelumnya     Rp. 7,575,314,703,40 

 b. Pengeluaran  Pembiayaan Daerah     

  Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah    Rp. 1,500,000,000,00 

 

 

Pasal 5 

 

(1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagimana 

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I Ringkasan APBD; 

b. Lampiran  II  Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi;  

c. Lampiran  III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah,Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

 Organisai, Program dan Kegiatan; 

e. Lampiran  V Rekapitualsi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan  Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka 

Pengelolaan Keuangan  Negara; 

f. Lampiran  VI Daftar jumlah pegawaipergolongan dan jabatan; 

g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah 

ditetapkan dengan  Peraturan Daerah; 

h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

dan 

i. Lampiran  IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 
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Pasal 6 

(1) Dalam hal terjadinya keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang 

selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau 

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

(2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja tidak terduga. 

(3) Dalam hal Belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan 

cara: 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja 

Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan /atau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan Kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksi sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(5) Selain Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga terhadap 

Belanja keperluan mendesak yang mempunyai kriterianya sebagai berikut: 

a. Program dan Kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

(6) Pendanaan keadaan darurat untuk Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk 

kebutuhan tanggap darurat bencana. 

(7) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja tidak 

terduga. 

(8) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan 

darurat/mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati 

 

Pasal 7 

 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 
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Pasal 8 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Teluk 

Wondama. 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Rasiei 

pada tanggal 10 Desember 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA, 

                                 CAP/TTD 

   DENNY SIMBAR 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2018 NOMOR  04 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA 

PROVINSI PAPUA BARAT: (4/59/2018) 

 

 

Ditetapkan  di  Rasiei 

pada tanggal 10 Desember 2018 

 

BUPATI TELUK WONDAMA, 
 
                CAP/TTD 
 

    BERNADUS A. IMBURI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

 

 

Drs. AMIRUDDIN 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19751028 199412 1 003 

 


